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ABSTRAK 

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa berfungsi sebagai mengayomi adat 

istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta 

melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Usulan atau masukan 

untuk rancangan suatu Peraturan Desa datang dari masyarakat dan disampaikan melalui BPD. 

Akan tetapi pada kenyataannya, banyak desa yang berkedudukan di Kota Tual yang tercatat 

di Mahkamah Konstitusi sebagai desa administratif tidak memiliki peraturan desa lebih 

khususnya desa ohoitahit. Berdasarkan fakta lapangan yang peneliti temukan di Desa 

Ohoitahit, bahwa fenomena yang terjadi sekarang di desa ohoitahit adalah Lemahnya BPD 

dalam melakukan perancangan prodak hokum desa sehingga keberlansungan pola hidup 

masyarakat tidak diatur dengan baik oleh peraturan-peraturan yang ada di desa ohoitahit 

Penelitian ini bertujuan untuk: 1). mengetahui pelaksanaan fungsi BPD dalam 

penyusunan dan penetapan peraturan desa di Desa Ohoitahit ditinjau dari Siyasah Dusturiyah 

2). mengetahui apa saja kendala dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa di Desa 

Ohoitahit. 

Guna menemukan tujuan penelitian tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian 

hukum empiris dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach) dan 

pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

wawancara dan dokumentasi berupa buku, foto, maupun rekaman suara narasumber. 

Adapun hasil penelitian antara lain: 1)peran BPD masih belum optimal karena 

kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya. Jika ditinjau dari siyasah 

dusturiyah pelaksanaan fungsi BPD suda benar dan tidak menyimpang dari hukum Islam, 

namun pelaksanaanya belum optimal. ummah BPD dan pemerintah desa bersinergi untuk 

mewujudkan produk hukum yang maslahat, syura dan demokrasi dengan tidak membeda-

bedakan status sosial dalam musyawarah. 2) Kendala yang dihadapi BPD Desa Ohoitahit 

dalam menyusun dan menetapkan peraturan desa yaitu kurangnya bimbingan teknis, 

rendahnya sumber daya manusia di bidang hukum, kurangnya pemahaman tentang undang-

undang, tidak adanya sosisalisasi dari pemerintah desa terkait dengan fungsi BPD. 

 



1 

BAB  I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma 

hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau 

pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. 

Peraturan perundang-undangan dibuat untuk melindungi dan mengayomi hak-hak warga 

negara (Pasal 1 angka 2 UU no. 12 tahun 2011). Selain itu peraturan perundang-undangan 

menjadi hal yang sangat penting bagi warga negara karena dapat menciptakan ketertiban dan 

ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat. Penyusunan peraturan perundang-undangan 

bukan saja mengacu pada tujuannya untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, tetapi 

juga harus berpatokan pada hierarki peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah 

asas lex generalis derogad lex specialis yaitu peraturan bersifat umum dilemahkan oleh 

peraturan bersifat khusus. Bila ada pertentangan peraturan secara hierarki digunakan asas lex 

superiori derogad lex inferiori yaitu peraturan yang lebih tinggi melemahkan peraturan yang 

lebih rendah. Maka dari itu, asas hukum diharapkan bersifat luwes agar tidak terjadi masalah 

yang berkepanjangan akibat dari pertentangan antara peraturan yang bersifat umum dan 

khusus. Masyarakat dan aparatur pemerintah diharapkan menyadari bahwa peraturan hukum 

baik yang bersifat umum maupun khusus dibuat demi menciptakan ketertiban dan 

kesejahteraan bersama
1
 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 

43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

                                                 
1 Wulandari Agustyarna, A. 220100062, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta 
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Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor  6 

Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 

2016 tentang Badan Permusyawaratan. Dalam Proses penyusunan perundang-undangan 

meliputi berbagai tingkat penyelesaian, seperti tingkat persiapan, penetapan, pelaksanaan, 

penilaian dan pemaduan kembali produk yang sudah jadi. Seorang perancang peraturan 

perundang-undangan diharuskan mempunyai pengetahuan yang memadai tentang keadaan 

sosial budaya, sosial ekonomi dan sosial politik masyarakat. Proses penetapan peraturan 

perundang-undangan memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang prosedur 

dan tata cara yang digariskan dalam sistem tata pemerintahan yang berlaku.
2
 

Salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang 

Undang No. 6 Tahun 2014. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan 

memberikan keleluasaan yang lebih kepada pemerintah desa dalam menjalankan otonomi 

Desa. Dalam konsideran undang-undang tersebut disampaikan bahwa desa memiliki hak asal 

usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan 

berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan.  

Peraturan desa juga merupakan suatu amanat dari aspirasi rakyat yang disusun dan 

ditetapkan oleh BPD bersama dengan kepala desa. Dengan demikian desa memiliki 

wewenang untuk menegakkan hukum yang telah disepakati demi terwujudnya keadilan bagi 

seluruh masyarakat sebagaimana dalam QS. An-Nisa ayat 58 yang berbunyi : 

 

 

                                                 
2 Disampaikan pada Kegiatan Sosialisasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan terkait Peraturan Tatib BPD dan 

Perdes BUM Desa Bagi BPD dan Kades Se Kabupaten Banggai Laut Banggai, Banggai 16 November 2017 
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“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak 

menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya 

kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”
3
 

Ayat di atas merupakan salah satu ayat yang berkaitan dengan penyampaian amanah, 

baik amanah atas perintah Allah SWT ataupun amanah terhadap sesama manusia. Amanah 

yang berkaitan dengan Allah SWT yaitu dengan menjalankan perintah dan menjauhi segala 

laranganNya. Amanah dengan sesama manusia dapat dilihat dari bidang Pemerintahan dalam 

proses penyusunan dan penetapan peraturan desa, hubungan antara rakyat yang 

menyampaikan aspirasi dan pejabat pemerintah yang menjalankan tugas, fungsi, dan 

wewenangnya sesuai yang diamanahkan masyarakat desa. 

Dalam rangka prablem rancangan peraturan desa yang baik dan efektif dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa maka Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan 

Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, namun dalam penjabaran pasal 3 Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tetap dilarang, akbat bertantangan  dengan kepentingan 

umum atau ketentuan perundang undangan yang lebih tinggi. Dengan itu Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa ini 

dikeluarkan untuk mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, kemudian untuk 

mendukung Peraturan Desa Ohoitahit maka harus ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
45

 

                                                 
3 A. Djazuli, Fiqh Siyasah : Imlementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah, (Jakarta : Kencama Prenada 
Media Group, 2007), 48. 
4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa 
5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 
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Salah satu faktor untuk Mengefektifkan suatu Pemerintahan Desa yaitu pelaksanaan 

fungsi Badan Permusyawaratan Desa, yang dapat membawa kesejahteraan dan perubahan 

bagi warga masyarakat desa. Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa berfungsi sebagai 

mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. 

Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa dalam pemerintahan desa dengan berbagai fungsi 

dan kewenangannya diharapkan lebih efektif dan mampu mewujudkan sistem cheek and 

balances dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD dituntut mampu menjadi aspirator 

dan artikulator antara masyarakat desa dengan pejabat atau instansi yang berwenang. Tugas 

dan peran tersebut diwujudkan dalam proses pembuatan peraturan desa dengan 

memperjuangkan aspirasi masyarakat. Usulan atau masukan untuk rancangan suatu Peraturan 

Desa dapat datang dari masyarakat dan disampaikan melalui BPD. Inisiatif juga bisa datang 

dari Kepala Desa. Usulan-usulan tersebut dilakukan pemeriksaan apakah usulan tersebut 

mencakup semua keperluan warga desa atau masalah tersebut datangnya hanya dari satu 

golongan tertentu untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri. Berkenaan dengan hal itu, 

BPD harus tanggap terhadap kondisi sosial masyarakat, setiap keputusan yang dihasilkan 

diharapkan mampu membawa sebuah perubahan yang bersifat positif bagi semua warga desa. 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPD juga harus menggunakan komunikasi yang 

tepat agar terciptanya komunikasi yang efektif yang dapat memberikan perubahan bagi 

masyarakat. Dalam berkomunikasi tidak hanya untuk memahami dan mengerti satu dengan 

yang lainnya tetapi juga memiliki tujuan,yaitu untuk mengubah sikap (to change the attitude), 

untuk mengubah opini/pendapat/pandangan (to change the opinion), untuk mengubah 

perilaku ( to change the behaviour), dan untuk mengubah masyarakat ( to change society). 

Penelitian ini akan mengkaji fungsi BPD dalam menyusun dan menetapkan peraturan 

desa berdasarkan salah satu bidang ilmu Siyasah Dusturiyah yaitu Siyasah Tasyri'iyyah yang 
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membahas terkait hubungan pemimpin dan rakyat, serta segala proses penyusunan dan 

penetapan produk hukum perundang-undangan yang akan diberlakukan di Desa, sehingga 

peraturan yang disusun nantinya tidak bertentangan dengan peraturan yang ada diatasnya dan 

sesuai dengan syariat Islam. 

Analisis terhadap fungsi BPD tentu saja sangat beragam dari desa satu dan desa 

lainnya. Materi hukum yang ditetapkan pun juga beragam antar desa di masing-masing 

daerah. Beragam sistem organisasi dan sistem perundangan dapat ditampung dengan 

memaksimalkan peraturan desa yang akan disusun dan ditetapkan oleh kepala desa bersama 

dengan BPD. Oleh karena itu, sangat penting rasanya setiap daerah mengatur mekanisme 

pembuatan peraturan desa sebagai pedoman legislasi di tingkat desa. 

Proses penyusunan dan penetapan Peraturan Desa harusnya dilakukan oleh BPD 

bersama dengan kepala Desa. BPD mempunyai kewenangan untuk membahas usulan secara 

internal, selain itu BPD juga menerima usulan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa 

kemudian ditetapkan, diundangkan, dan disebarluaskan kepada masyarakat. Akan tetapi pada 

kenyataannya, banyak desa yang berkedudukan di Kota Tual yang tercatat di Mahkamah 

Konstitusi sebagai desa administratif tidak memiliki peraturan desa lebih khususnya Desa 

Ohoitahit. kemudian fungsi BPD sebagai penyusun dan penetap Peraturan Desa kurang 

berjalan secara maksimal. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya bimbingan teknis dalam 

penyusunan dan penetapan peraturan desa, rendahnya SDM dibidang hukum karena latar 

belakang pendidikan anggota BPD kebanyakan hanya lulusan SMA/SMK, dan kurangnya 

transparansi antara BPD dan Pemerintah Desa. 

Kemudian seiring terjadi benturan pemahaman yang melahirkan perdebatan panjang 

antara pemerintah desa dan masyarakat yang disebabkan karena regulasi yang mengatur 
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tatanan hidup masyarakat secara kolektif tidak terlaksana dengan baik sehingga memicu 

konflik di tenganh-tengah masyarakat desa ohoitahit
6
. 

Matrawi Reniwuryaan adalah sala satu anggota BPD Desa Ohoitahit yang 

mengeluarkan klarifikasi atas perdebatan panjang saat pelaksanaan MUSREMBANG 2019 

Tingkat Desa di ohoitahit tanggal 04  tera 2019 mengenai Perdes desa ohoitahit, beliau 

menyampaikan bahwa Peraturan Desa (PERDES) sementara diupayakan semaksimal dalam 

proses rancangan dan penyusunan oleh anggota BPD Desa ohoitahit. Namun faktanya sampai 

saat ini proses rancangan dan penyusunan Perdes belum terealisasi dan bahkan sampai tingkat 

sosialisasi untuk meminta pendapat masyarakat desa ohoitahit pun belum terlaksana
7
. 

Oleh karena itu, proses penyusunan peraturan desa hendaknya memperhatikan 

aspirasi sekaligus melibatkan masyarakat desa setempat. 

Berdasarkan Uraian Latar Belakang Masalah yang dikemukakan di atas, Penulis 

tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dan mengambil penelitian dengan judul “Fungsi 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ohoitahit Dalam Menyusun Dan Menetapkan 

Peraturan Desa ( Perdes ) Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah : 

1) Bagaimana Fungsi Dan Peran  BPD Dalam Menyusunan Dan Menetapkan 

Peraturan Desa Di Desa Ohoitahit Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah? 

2) Apa kedala BPD dalam menyusunan dan menetapkan Peraturan Desa di Desa 

Ohoitahit ? 

 

                                                 
6 Diskusi pemuda dan masyarakat desa ohoitahit dalam keseharian tahun 2018 
7 Matrawi Reniwuryaan anggota BPD dalam MUSREMBANG 2019 Tingkat Desa di ohoitahit tanggal 04  tera 2019. 



7 

C. Batasan Masalah 

Penelitian ini membahas terkait proses penyusunan dan penetapan peraturan desa 

untuk melihat fungsi BPD dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa 

bersama kepala Desa Ohoitahit ditinjau dari Siyasah Dusturiyah, sehingga penelitian ini tidak 

membahas jumlah peraturan desa yang disusun dan ditetapkan. 

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

a. Tujuan 

Berdasarkan permasalahan yang di bahas, maka tujuan penelitian adalah : 

1) Untuk mengetahui proses Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam 

menyusundan menetapkan peraturan desa di Desa Ohoitahit 

2) Untuk mengetahui kendala-kendala yang dapat mempengaruhi proses 

pelaksana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyusundan 

menetapkan peraturan desa di Desa Ohoitahit 

b. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini secara teoritis dan praktis adalah : 

1) Manfaat secara teoritis adalah menambah wawasan khazanah ilmu 

pengetahuan serta referensi bagi penulis dan yang membaca 

2) Manfaat secara praktis adalah memberikan usulan dan masukan bagi 

akademisi dan penegak hukum tentang Rancangan Peraturan Desa sesuai 

dengan hirarki peraturan perundang undangan 
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BAB  III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif merupakan 

suatu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara 

holistk. 

Metode Pendekatan Berdasarkan dengan permsalahan yang dikemukaan, maka 

penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, namun 

pendekatan normatif saja tidak akan dapat melihat realitas yang terajadi dimasyarakat 

berkaitan dengan suatu aturan hukum, untuk itu diperlukan adanya pendekatan lain 

guna melihat hukum sebagai fenomena dan institusi sosial yang riil dan fungsional 

dalam sistem kehidupan bermasyarakata yang terajadi dari perilaku anggota 

masyarakat yang mempola.  

Pendekatan normatif dilakukan didasari oleh pertimbangan bahwa penelitian 

ini terutama sekali bertujuan untuk membahas dan mengkaji berbagai peraturan yang 

berkaitan dengan Peran BPD dan Peraturan Des. Pendekatan ini selaras dengan 

pandangan yang memahami bahwa hukum sebagai norma, kaidah dan peraturan yang 

berlaku dalam masyarakat yang sesuai dengan prinsip dan asas-asas hukum. 

Sedangkan pendekatan Pendekatan Social-Legal dilakukan untuk menganalisa 

hukum yang bukan hanya sebagai suatu perangkat peraturan perundang-undangan 

yang bersifat normative, melainkan hukum dilihat sebagai perilaku yang menggejala 

dan mempola dalam kehidupan masyarakat yang selalu menimbulkan interaksi dalam 

hubungan dengan aspek social, ekonomi, politik dan budaya. Dalam hubungan ini, 

karakteristik khusus dari analisis-analisis didalam sosiologi hukum mencoba untuk 
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menghubungkan antara hukum dan perilaku social, sebab pada dasarnya hukum tidak 

hanya dilihat sebagai bagian riil dari system social yang berkaitan denga variable 

sosialnya. 

Penelitian Normatif ditujukan kepada bentuk inventarisasi hukum dan 

penelitian terhadap taraf sinkronisasi peraturan baik yang bersifat vertikal atau 

horizontal. Inventarisasi hukum meliputi semua peraturan yang berkaitan dengan 

peran BPD dan Peraturan Desa. 

Sedangkan taraf sinkronisasi hukum ditujukan terhadap berbagai peraturan 

baik secara vertikal, yakni antara peraturan yang lebih rendah dengan yang lebih 

tinggi atau secara horizontal yaitu peraturan yang berlainan bidangnya. 

Sedangkan menurut pandangan sosisologis, maka hukum secara kongkrit 

dalam masyarakat dapat berbeda dari apa yanag tertuang dalam peraturan perundang-

undangan. Dengan diketahui realita tersebut diharapkan dapat dilakukan upaya 

perbaikan atau penyempurnaan, baik itu melalui aturan ataupun penerapan terhadap 

pelaksanaan peran BPD. 

Dalam penelitian ini hukum merupakan fenomena social karena suatu 

kebijakan yang merupakan hasil keputusan politik diwujudkan dalam bentuk 

peraturan hukum berupa PERDES yang dalam penyusunannya/perumusannya harus 

mempertimbangkan serta terkandung aspek –aspek politik, yuridis dan sosioligis. 

Karena aspek penelitian adalah anggota BPD yang mempunyai peran dalam 

mengambil dan menentukan kebijakan desa yang dalam realisasinya dapat 

menimbulkan dampak social ekonomi politik dan budaya bagi masyarakat di Desa 

Ohoitahit
24

. 

B. Sumber Data 

                                                 
24Ali Fauzan, S.H.I, Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Terkait Dengan Peran Badan 

Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa Di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes . 

Web Site www.hukumonline.com. 2010 
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Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah terdiri dari sumber 

data primer dan sekunder yaitu : 

1. Data Primer, ialah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama 

melalui suatu penelitian lapangan (Field Research) adapun Undang-Undang 

Dasar 1945, Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Pemerintah 

Daerah, Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa, dan juga 

peraturan-peraturan yang terkait dengan fokus penulisan dalam Skripsi ini. 

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan. 

Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk membandingkan antara teori dan 

kenyataan dilapangan. Melalui studi kepustakaan ini diusahakan 

pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, majalah, surat kabar, 

artikel dari internet serta referensi lain yang berhubungan dengan penelitian 

ini. 

C. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Ohoitahit Kecamatan Pullau 

Dullah Utara Kota Tual, dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut penulis 

dapat memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun serta menyelesaikan 

skripsi ini. selain itu, penelitian ini bersifat kualitatif. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2022 sampai 15 

april 2022. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan sebagai 

berikut : 
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1. Penelitian kepustakaan (library research) Penelitian kepustakaan adalah 

pengumpulan data dan informasi yang relavan melalui membaca dan 

menelaah buku, majalah, artikel, jurnal, tulisan-tulisan dan perundang-

undangan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. 

2. Penelitian lapangan Dalam penelitian lapangan, teknik pengumpulan data 

dalam hal ini dilakukan dengan mengadakan wawancara atau Tanya jawab 

langsung dengan responder, dengan memakai pedoman wawancara yang 

telah dipersiapkan sebelumnya dengan tidak menyimpang dari 

permasalahan
25

. 

E. Tehnik Analisis data 

Setelah data terkumpul, dilakukan analilsis data secara kualitatif dengan 

menggunakan tehnik penalaran diskusi, yaitu suatu langka analisis dari hal-hal yang 

bersifat umum ke hal yang bersifat khusus. 

Menurut Sugiyono, (2015: 333) menjelaskan analisis data adalah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam 

kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 

Setelah data dari lapangan seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi 

telah terkumpul, kemudian peneliti harus menganalisis data-data tersebut. 

                                                 
25 Syarifah Devi Isnaini Assegaf, Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Gentung Kabupaten 

Pangkep. 132584197.pdf. 2017 
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Peneliti dalam menganalisis data harus dengan menggunakan indikator-

indikator diskriptifnya sehingga perubahan-perubahan dapat terlihat. Analisis data 

dapat dilakukan sebelum di lapangan dan selama proses di lapangan.
26

 

 

 

  

                                                 
26 Pono et all, Efektivitas Peran Dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Upaya Pembangunan Desa. 

Copyright © 2017, Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Avaliable online at : http://e-

journal.unipma.ac.id/index.php/citizenship ISSN: 2302-433X (print) 2579-5740 (online). Thn 2017 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Fungsi BPD dalam pembentukan PerDes antara lain Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa tentang rencana 

pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja 

Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan 

Desa tentang laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa. Rancangan 

Peraturan Desa dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD). Adapun hambatan pelaksanaan fungsi Badan 

Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan Desa antara lain sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan fungsi BPD Desa Ohoitahit mulai Perancangan, penyusunan, 

penetapan, sampai dengan pengundangan dan penyebarluasan belum terlaksanas 

dengan baik. dan Jika ditinjau dari empat konsep siyasah dusturiyah yaitu secara 

konstitusi dalam penyusunan dan penetapan sesuai dengan hukum Islam. Secara 

legislasi (al-sulthah altasyri'iyah) yaitu kekuasaan BPD dan Kepala Desa untuk 

menetapkan hukum sudah benar namum pelaksanaanya yang belum optimal 

sebagaimana dengan partisipasi masyarakat yang tidak dilibatkan dalam proses 

pembuatan produk hokum di desa. Secara ummah BPD dan Pemerintah Desa 

sudah mencerminkan dan mengamalkan syariat Islam dengan bersinergi, namun 

ada hal-hal lain yang masih jadi kendala dalam urusan pemeintahan maupun 

legislasi. Secara syura BPD bersama pemerintah desa dalam urusan pemerintahan 

maupun legislasi dalam pelaksanaanya sesuai dengan ajaran Islam dengan tidak 

membeda-bedakan antara masyarakat dengan perangkat desa namun realitas yang 
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terjadi pada dasarnya sifat-sifat keceburuan antara pemerintah desa dan BPD 

masih Nampak terlihat dalam hal poses pembuatan produk hukum di desa 

ohoitahit. 

2. Pertama hambatan secara yuridis antara lain minimnya pengetahuan dan 

pengalaman anggota BPD, Pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan 

tentang desa anggota BPD masih kurang, Banyak anggota BPD yang tingkat 

pendidikannya rendah, Banyaknya peraturan perundangan yang menjadi pedoman 

dalam penyusunan peraturan di Desa sehingga para anggota BPD menemui 

kesulitan dalam pemahamannya sehingga menjadi hambatan, Banyaknya jenis 

peraturan di desa seperti peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan 

peraturan kepala desa. secara non yuridis yaitu Kehadiran para anggota BPD 

dalam penyusunan/pembentukan peraturan desa rendah, Pemahaman terhadap 

dasar hukum pembentukan peraturan desa juga masih rendah dan Permohonan 

terhadap potensi desanya juga masih rendah. 

B. Saran 

1) Diperlukan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia anggota BPD Desa 

Ohoitahi agar pengawasan pemerintahan desa mulai dari proses legislasi sampai 

pengawasan APBDes serta pembuatan Produk Hukum Desa dapat berjalan 

maksimal. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan dan penyuluhan 

kepada anggota BPD. Jika diperlukan, dapat dilakukan pergantian anggota BPD 

yang lebih kompeten dalam melaksanakan tugasnya. 

2) Diperlukan sosialisasi yang lebih menyeluruh dan secara rutin kepada masyarakat 

mengenai keberadaan BPD serta tugas dan fungsi BPD di Desa Ohoitahit. 

3) BPD Desa Ohoiahit dalam menampung seta menyalurkan aspirasi yang dibutuhkan 

oleh masyarakat diharapkan dapat didengar dan dilaksanakan 
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4) Pola komunikasi antara Ketua BPD dengan anggota BPD maupun antar anggota 

BPD perlu diharapkan agar dapat lebih mengambil sikap terhadap anggota BPD 

yang sering absen tanpa ditingkatkan lagi, mengingat fungsi BPD sebagai kontrol 

Pemerintah Desa. BPD Desa Ohoitahit untuk berjalan dengan baik. 
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LAMPIRAN I 

Dokumentasi 

 

  

Gambar 1.1  Balai Desa Ohoitahit 

Gambar 1.2  Wawancara Pj. Kepala Desa Ohoitahit 
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Gambar 1.3  Ketua BPD Ohoitahit 

Gambar 1.4  Wawancara Unsur Masyarakat 
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Gambar 1.5  Kondisi Lingkungan Pantai Ohoitahit 

Gambar 1.6  Berikan Usulan Perdes pada saat MusDes 2020 
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LAMPIRAN II 

Surat Izin Penelitian 
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